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Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG PANJANG

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016 dalam tahun berjalan
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan, maka perlu merubah atas Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2015 Nomor S Seri E.7).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propnisi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri
D.3);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2016 Nomor S Seri E.4);
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20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010
Nomor 20 Seri E.12);

21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2016 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 5
Seri E.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2016.

PASAL I
Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2016 diubah, sehingga Lampiran Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
PASAL II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.
Ditetapkan di: Padang Panjang
pada tanggal : 11 Oktober 2016
WALIKOTA PADANG PANJANG
dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA,MM

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 25 SERI E.13
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